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BI'PATI PARIGI MOUTOITG,

bahwa untuk lebih mengetbktilkan dan mengoptimaikal kinerla
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan
seluruh urusan pemerintahurn yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah perlu melalukan perubahan Pedoman Standar Biaga Umum
Dan Perjalanan Dinas Untuk Penyusunan Dan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pafigi Moutong
Tahun Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertiml:angan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menet ipkan Peraturan Bupati tentan g Perubahan
at(j,s Peraturan Bupati Nomor 52 Tatatn 2Ol5 Tentang Pedoman
Standar Biaya Umum Dan Pe4'alanan Dinas Untuk Penyusunan
Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun Anggaran 2O16;

1. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong I)i Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
.{.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,
Tambatran lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan Undang - undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lnmbaran Negara Republ.ik Indonesia
Nomor 567);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahaf Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dal,am Nifieri Nomor--l3 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah
terakhir dengaa Peraturan Menteri Dalam Negerj Nomor 2I Tahun
20i r;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2OI2 Tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2015 Tentang Pedoman Standar
Biaya Umum dan Perjalanan Dinas Untuk Penyusunan dan
Pela-ksanaan Anggararr Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2016;
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Menetapkan :

MEMIJTIJSKAN:

PERI,'BAHAN ATAS PERAruRAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015
IENIANG PEDOMAN STANDAR BIAYA UMUM DAN PER.'ALANAN

DINAS T'NTIJK PENYTJS1JNAN DAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN

PEI.IDAPATAN BEIANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAI{UN A}IGGARA}.I 20 16.

P.sst I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Stand; Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Untuk Penyusunan Dan PeJ*sanaan
Anggatan eenaapatan Belanja Daeratr Kabupatcn Parigi Moutong Tahun 2O16- (Berita

Oaiafr Kabupatln parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Kctentuen aasbq I Fasel 4 dlubah, rchlngge berbuayt rcbegal bcritut :

Pasd 4
Pada setiap SKPD diberi horrorariun bcrdasarkan bcsaran pagu yanB dikelola

setiap SKPD deogan ketentuan sebagai berikut :

l. Honorarium Peaggungiawab Pengelola Keuangan
a. honorarium pi"gguo" Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran diberikart

berdasarkan pagu anggatan dalam SKPD yang bersangku-tan;
b- honorarium PJnguji-fagihan dan Penatausahaan Keuangan (PPK)

diberikan bcrda"att*t p"gl. anggaran dalarn SKPD yatrg bersangkutal;
c. honorariun Pejabat Pd'buat- Komitmen/PPTK diberikan berdasarkan

pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan; -A. Lonorarium Bendahara P"t gll"ut-t dan Bendahara Penerimaan

diberikan berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan;

e. honorarium staf rcngilo-ia/eendarrara Pengeluaran Pembantu / Petugas

Pengelotra dib€rikan berdasarkan Pagu anggaran dalarn SKPD yang

bersangfutan; dan
f. honorarium Bendahara Barang dan Pengurus Barang diberikan

berdasarkan pagu anggaran dalam SKPD yang bersangkutan'

2. Honorariumpengadaan barang/jasa :

a. honorarium perangkat Unii'Layanan (uLP) dan Layanan Pengadan Secara

Elektronik (LpsEi diberiksn kepada Pegawai yang berdasarkan surat

keputusan y"ng b"*r"t*g diberi tugas iebagai perangkat dari ULP dan

LPSE;
b. honoraium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang

diangkat of,it,--eot-!g"t'"7xtt""" P"**"1" Barang/Jasa untuk
melaksanakan--p"-iiliZt' penyedia barang/jasa. melalui p:tt:]:IT
langsung/pcogadaan langsung untuk paket. Pengadaan^barang/ p€kerlaan

r.ottlttuiii'l:a3"-lrittt;-t-d bernilai paling. tingqr Rp'200'000'000'o0
(dua ratus luta rupiah), untuk paket-. pengad3ln. jasa konsultasr yang

iernilai p"Jd'g tlt;'dRp.'6o.ooo'oob,oo tlima putuh juta rupiah) dan untuk
patet pengaaian barang/jasa melalui E-Arrchcsin46

c. honorarium P;tia Pe;dadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit

l,ayanatl e"og"aa"tt fl-lf,pi aiU"tiXttt keSada pegawai negeri yang diangkat

oteh Pcngguna Atgg;."' (PA)/Kuasa F"ogguttt Anggaran (KPA)^menjadi

Panitia Pengad""fr e"tioglJasa atau 
-kelompok Kerja ULP untuk

nefamanatan 
- p"-iUft"o -penyedia barang/jasa' -. An-ggota Panitia

PengadaarrBarang/Jasadan.KelompokKerjaULPpalingkurang3(tiga)
orang; dan

d. satuin biaya honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Peke{aan

diberikan t"p"d" PNS yang dito"j"t oleh PA/KPA .untuk melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah .giselesaikan 

d3,f-"rr"*"
penyeratran p"toj."t ietehlt ""iur"ft 

hasil peke{aan dilaksana-kan

"""o* a"rrg; keientuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil

Pekerjoon JiU"tit"tt per bulan. Sedangkan honorarium Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan'



3. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan :
a. honorarium Tim Pclaksana lGgiatan dapit diUerikan kepada pNS dan Non

I-NS/PTT yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan
IGputusan Bupati/ Pejabat Esclon II;

b. honorai-um tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri
yang dibcri tugas untuk mcnJrusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan
Burat kepuhrsan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah
pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
organisasi tcrsendirit

c. honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah dapat diberikan kepada pNS
dan Non PNS/PTT yang diberi tugas untuk m-nyusun dan menerbitlan
bulletin/mqialatr, berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
Mdalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, Buletin
adalah media cctak berupa selcbaran atau majalah berisi warta singkat
atau pcrnyataan tcrtulis yang diterbitJ<an secara periodik yang ditujukan
untuk lenbaga atau kelompok profesi tertentu;

d. honorarium Tirn Pengelola Website dapat diberikan kepada PNS dan Non
PNS/PTT yang dibcri tugas untuk mengelola website, berdasarkan
Kepuhrsan Pejabat yang berrvcnan g. Website yang dimaksud disini adalah
yang dikelola oleh unit eselon I/ setara. Dalam hlal uebsite tersebut dapat
diberikan honorarium tim pcngelola uebsite, darr

e. houorarium Satuan Pengawas Internal (SPI) dapat diberikan kepada PNS
dan Non PNS/PTT ecbagai petugas pengawas diangkat sesuai dengan
kompctcnsi dan kcahliannya yang bertugas melakukan pengawasan dan
pengendalian internd dalar! rangka membantu pimpinan untuk
menioglat&an kincrja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan
soeial sckitarnya dalara mcoyelenggaraksn bisnis sehat.

Satuan biaya honorarium Tenogia Abli SKPD dan Tim Ahli Pimpinan
DPRD/Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan kepada orang yang bekerja atau
mengcrjakan sesuatu karena kemahiran iknunya dan dapat dianggap sebagai
sumber tcqr€rcaya atas teknik dan keahliannya dengan benar, baik maupun
handal scsuai deogan kualifikaei pendidikan dan/atau mempunyai sertifikat
khusus bidang tertentu sesuai dengan ruang linglup, sasaran dan tujuarr
kegiatan s€eerti tcnaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri
pcrlombaan, tenaga atademiei selaku narasumber ujian, tenaga ahli
p€nyu$uun dokumen/berkas soal DPRD yang diangkat berdasarkan
keputusan pejabat yang bcrwenang/Pengguna Anggaran, meliputi :

a. aatuart biaya honorariuro Tenaga AhIi Jasa Konsultasi bidang Konstruksi
dibcrikan kcpada pcnyedia jaea layanan profesional yang bekerja atau
mengerjakan scauahl di bidang konstruksi;

b. satuan biaya honorarium Penas€hat Ahli Bupati;
c. satuan biaya bonorarium pcndamping hukum/konsultan hukum/kuasa

hukum Bupati; darr
d. biaya sewa kendaraar dalan kegiatan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima

puluh ribu rupiah) pcrhari.
Honorarium Non PNS/PTT diberikan kepada Non PNS/PTT yang diangkat
berdasarkan Keputuean Bupati dan/atau Keputusan Pengguna Anggaran.
Sahran biaya kcgiatan seminar/rakor/ sosialisasi/ diseminasi/ Focrz s Group
Dlsazssion/kcgiatan ecjcrrie ecbagai bcrikut :
a. honorarium narasumbcr/pcmbahas diberikan kepada PNS dan Non

PNS/PTT yang mcmberikan informasi/pengetahuan kepada PNS
lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan
ketentuan :

l. b€rasal dari luar brglup SKPD penyelenggara; dan
2. bcrasd dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang trrserta yang

mcnjadi aasaran utama kegjatan berasal dari luar linglup SKPD
pcnyclenggara/nasyarakat.

b. honorarium moderator diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT yang
melaksanakan tugas scbagai moderator pada kegiatan scminar/rakor/
sosialisasi//ocus disarssbn/kegiatan sejenis;

4.

5.

6.



honorarium instrulftru diberikan kepada PNS dan Non PNS/ PTT yang
bertugas mengajarkan s€suatu dan sekaligus memberikan latihan dan
binbingannya pada kegiatan pelatihan/bimbingan tel,mis/kegiatan
s€jenis;
honorarium panitia seminar/sosialisasi/deseminasi/FGD/keeiatan
sejenis diberikan kepada PNS yang diberi tugas sebagai panitia untuk
mel,aksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/deseminasi/FGD/kegiatan
sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat. Dalam hal pelaksanaan
kegiatan scminar/ sosialisasi/ deseminasi/ FGD / kegiatan sejenis
memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non PNS/Pfi harus
dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkal urgensi, dengan
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia. Jumlah panitia maksimal l0o/o (sepuluh persen) dari jumfah
peserta;
honorarium penyuluh Non PNS/ PTT diberikan kepada Non PNS/PTT yang
ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Keputusan Pejabat
yang berwenang;
honorarium rohaniawan yang diberikan kepada PNS dan Non PNS/PTT
ya:rg ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah
jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor beg' rohaniawan;
satuan biaya transportasi kegiatan di dalam Kabupaten/Kota merupakan
kompensasi baC PNS dan Non PNS/PTT yang melakukan
kegiatan/peke{aan didalam batas wilayah Kabupaten untuk menghadiri
workstrop, sosialisasi, diseminasi, rapat tel'mis/koordinasi dan/atau
kegiatan- lain yang sejenis. Satuan biaya transportasi kegiatan di dalam
Kabupaten dapat dibayarkan sepanjang :

1. dieertai Surat Tugas;
2. tidak bersifat rutin:
3. peserta kegiatan tidak berasal dari kompleks perkantoran yang sama;
4. peserta tidak diberikan biaya perjalanan dinas; dan
S. untut kegiatan dalan Kabupaten yang memerlukan biaya melebihi

satuan yang ditetapkan dapat diberikan secara 4t cost.

satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar Kantor :

Satuan biaya paket kegiatan raPat/pertemuian di luar kantor merupakart
sahran biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dala-
rangkn penyelesaian :

f. penyaesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif; dan
2. pelaksanaan raPat yang membutuhkan koordinasi dengart

unit/instarrsi lain/ masyarakat.
Satuan paket kegiatan rapat/pertemuan menurut peserta kegiatal
oeliputi:
1. Kcgiatan rapat/pertemuan di luar kantor untuk kegiatan

rafat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit I (satu) orang pejabat
menteri/ setingkat menteri;

2. Kegatai rapat/pertemuan di luar kantor untuk kegiatan
rapat/pertcmuan yang dihadiri paling sedikit I (satu) orang pejabat
eselon l/eselon II; dan

3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor untuk kegratatl
rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit f (satu) orang pejabat
eselon III.

Satuan biaya paket pertemuan/kegiatan di luat kantor menurut lama
penyel€nggataan terbagi 3 (tiga) jenis :

it X"gi.t"tt rapat/pertemu"n di luar kantor yang la'na waktunya sehari
penuh dan bermalam/mengurap (Fullboardl.
- f (satu) kanar untuk I (satu) orang bagi Pejabat Negara/ Ketua

DPRD/Wakil Ketua DPRD/Eselon I/ Eselon lI; dan
- I (satu) kamar untuk 2 (dua) orang bagi pejabat eselon III/ Eselon

fV, PNS Golongan I]/lmllJ/l dan Non PNS/PTT.
2) Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang larna waktunya

oinimal 8 (delapan)jam tanpa menginaP Fvfidagl;
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3) Paket kegatan rapat/pertemuan di luar kantor yang la'na wal<tunva
selama eetengab hati minimal 5 (tima) jam (HaVdagl; daxr

4) Lama waktu penyelcnggaraan rapat/Pertemuan di luar kantor paling
lama 3 (tiga) hari.

i. satuan biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor
merupakarr satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang
harian kegi,atan futlbed di luar kota, kegiatan fuLlboard dan kegiatart

futldag/ rrolfdag di dalam kota kepada Peserta dan panitia kediatan
rapat/perteNnuan yang disclenggaralan diluar kaltor;

j. satuan biaya Uang Ttanspor Kegiatan dalam Kecanatan :

Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kecamatan merupakan
satuan biaya untuk perencanaan kebutuhal transportasi kegiatan dalam
batas wilayah kecanatan (pergi pulang). Untuk kegiatan dalam
Kecarnatan yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang
ditetapkan dapat diberikan secara at cost.

Vakasi dan honorarium penyelenggara ujian :

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian
pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggr. Pada pendidikan
ti"gk"t dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan
ujian y".g bereifat Latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk.pendidikan
t-gk"i d"ggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah
seiester aan qliat akhir. Honorarium penyelenggara ujian merupakan ulng
imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingaklt
dasar, menigah, dan tinggi. Satuan biaya Pengaq'as ujial sudah termasuk
uang transpor.
satuan bi,aya tcrtingei Diklat Pimpinan / struktural dan satuan Biaya Diklat
Prajabatan :

a. satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang
digunakarr untuk perencanaan kebutuhan biaya dildat penjenjangan bagi
pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu' Satuan
6iaya ini ludah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum
termasuk biaya pet'alanan dinas peserta; dan

b. satuan biaya diklat prajabatan merupakan satuan biaya yang,digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon
pegawai- negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri'
Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun
belum termasuk biaya pcrjalanan dinas Peserta.

Satuan Bi;aya Bantuan Bea Siswa merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa Progratn gelar/non
gelar dalam negeri bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan
Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Sl (strata satu), dan pendidikan
Pasca Sarjana (S2 (strata dua) atau 53 (strata tiga)) yang terdiri dari biaya
hidup dan biaya operasional, uang buku dan referansi per tahun. Biaya
uutuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost, sedangkan
untuk biaya riset program dapat di alokasikan bantuan biaya riset sesuai
kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengarr
Terns of Referene (IoR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), serta pendidikan khusus yang
ditindaklanjuti dengan perjanjian ke{a sama.
Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman :

a. satuan biaya konsuosi rapat karttor merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi
makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik
untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan
di kantor; dan

b. satuan biaya makanan dan minuman tamu rumah jabatan merupakari
satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk
rumah jabataa Bupati, Wekil Bqpad, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,
dan Sekretaris Daerah.

9.

10.



1 l. Satuan Biaya Tertinggi Uang kmbur dan Uang Makan Irmbur
a. uang lembur mcrupakan koopensasi bagi PNS dan Non PNS/ PTT yang

melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang
berwenang; dan

b. uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan yang diberikan
setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut
dan diberikan maksimal f (satu) kali per hari.

getentu.n eyet l15f Pard 7 dlubeh, rcblaggs berbua5rl rebagal bsrlkut :

Pasal 7
(1) Biaya pedalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1), terdiri dari :

a. uang harian;
b. biaya transpor/ tiket pergi-pulang;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. biaya e€wa kendaraan dalam kota;
f. biaya taksi pergr-pulang; dan/atau
g. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(21 Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas :

a. uang makan;
b. uang ttanspor lokal; dan
c. uang saku.

(3) Biaya tranepor/tiket pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri atas :

a. biaya transportasi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan sampai terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan tujuan dan sebaliknya; dan

b. retribusi 
- yang dipungut terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan

keberangkatan dan kepulangan.
(4) Biaya penginapan sebagaimanf a;rnapsgd pada ayat [1) huruf c merupakan

biaya yang diperlukan untuk menginap :

(s)

angkr"rtan jetrazah.
(1o);;s*;;;d;-uans.rep:elsentasidalarn--'::ry,jj{is:::1-.9:?:;;fi;"ffift "Jf ai!,i :Gr.r, 1-i v""g.t"'""1111,d= *'jli::'6

rGi,.' (sPq d"" G'"1F"'ti't"t' Tpd:'q fu1" 
Is"rP?], T3.1 yY*3

( I 1 ) ;;fi ;;;;; ;;"G; aiiar.sua 919-1*-(l l)# :-*::1;'"l3"##"?iru;i; t'JT; p"dk"""; perjalanan- dinas tidak T'"c'qTqT

a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnYa.
Uang repi',esentasi seLagaim'ana dimaksud pada ayat (1) hryuf d 

-93P3tdib;kan kepada nupati Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD'

Eselon IIA, f*ebn tnTUaUatan Sedeiqiat, anggota DPRD, Eselon lll/Jabatan
Sederajat dan EEelon lV/Jabatan Sederajat selama melakukan pedalanan

dinas.
Biaya sewa kendaraan dalan kota sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dapat dib€rikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas

di tempat tujuan.
gi"y. -;",,i""d*."t 

sebagaimana dimaksud. pada ayat (6) sudah termasuk

biaya pengemudi, bahan bakar minyak' dan pajgk' .
Biay" 

- tti"i pergi-pulang 
- 
sebagaimana diroaksud pada ayat ( I )huruf . 

f
meirpaf."n *.it".it Li"V" iang di-gunakan utnuk perencanaan biaya tarif satu

kafi 'p"tjrf"o"tt t"i."i J.ti - k"rrtot tenpat kedudukan menuju

U"oa.tlliJ"U"han/terminal/stasiun ,keberangkatan . atau .dari
U.oA.t"7'p.f.U.tftanTterminatjstaslun kedatangan menuju temPat tujuan

dan sebaliknya.
Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

h;*f g -ifip,iti Ui"y" U"gi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya

fasilitas hotel atau tempai penginapan lainnya, kepada yang bersan€kutan

OU..it"tt biaya penginapan LUJsar Sovo (tiga puluh persen) 9*i o{ h"i"l^{
kota teopat iujriurr s""uai dengan tingkatan pelaksana perjalanan clrnas dan

dibayarkan secara fu mPsum-

(6)

(71

(8)

(e)



(12) Biaya transpor dan peogrnapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b'
'--' ftrlt ri 

", 
buruf e, iru-ruf i aan nuruf g dibayarkan secara Rill'

(13) Biaia tt"o"po. perjalanan dinas diam daerah diberikan untuk jarak paling

sedikit 70 KM (tt{uh puluh kilo meter)'
tr+l eiaya tran"p"i pit:*Ltt tt dinas bagi pejabat vSng memiliki -t"l{351- 9t""' rodl a (cmpat!- dapat dibcrikan uiivi -uarran bakar minyak (BBM) sebagai

pengganti biaYa transPor'
(15) biay; perjal"n"t' dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan

datam 7 (tujuh) tingkat, Yaitu :

a. gotong; e,r"iot liupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua

DPRD;
b. golongan B untuk Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon IIa;
c. Eofo"E"tt C untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIb/ Pejabat

Fungsional Ahli MadYa;
d. goloigen O untut eijabat Eselon lll/Pejabat Fungsional lry Mtd?.- 

,
e. iofo"E"" E untuk Peiabat Eselon Ivi RejaUat Fungsional Pertama dan PNS

Golongan IV Non Eselon;
f. golongan ['untuk PNS Golongan III; dan

; ;;i;6; c 
"rrt 

t plls Golonlan II' PNS Golongan I dan Non PNS/Prr'

3. Keteatua.n eyat (11 Paraf 13 dlubelr, cohlaggr borbua5rl eebagal berlkut :

Pssd 13
(1) Perjalanan dinas luar daerah (Palu, Jakarta dan daerah lainnya) bagi PNS

Golongan I, PNS E;lon-;; u i"tt Non PNS/Pfi hanya dibolehkan dalam

rangka petaksanu"o toi." sebagai operator' Pr?Po,"i' -!T":1i1,:-uk"'sosialisasi, p""y"tftJ, - aitf"t] workshop' bimbingan 
. 
tekrris dan

-tta"-pi"g'pdpi"att se*uai bidang tugasnya dalo'" menghadiri undalgan

rapat.
(21 Berdasarkan pertimbangan 

-ko-ndirsi 
divd dan jarak tempuh Parigi-Palu'

perjalanan dinas tuar dlrah ke luar Provinsi Suiawesi Tengah ditambah I

?*i"f ft-i Uiay" ""tg 
harian, dan I (satu) hari biaya penginapan sesuar

standar perjalanan dinas ke Palu' 
.alisasr,(3) PA"h;;U"* luar daerah dalam rangka menghadiri undangan sost

penyuluhan, b;;;g""-1;hti"' *o'k"iop' rap-at'. pro'nosi Pam-e^ran dan

sejenisnya, j"d;-h; disesuaikan dengan ja-dwal undangan ditambah I

(satu) hari *"u"i"--p"f"*ttaan kegiitan 
- dan I (satu) hari setelah

pelaksanaan f.cgttto Jesuai standar perjalanan dinas tempat pelaksanaan

kegiatan a*, "p"f,ii"-tJg"t 
Il did*"r.r;k; di luar Provinsi Sulawesi Tengah

ditambahkan I (";h');;;suai standarperjalanan dinas ke Palu'

(4) Perjatanan di"*;;;;;t"lt dalam rangkl Lonsultasi dan koordinasi sesua.r

tugas pokok a"" i,il'grjj."i""iitovit "i 
"s.ttawesi Tengah paling lama 5 (lima)

hari, yal<ni 4 F-;;fh"ti scsuai standar baiava perjalanl:*l::-k", t"-p"'
pelaksanaan k"df;'e;-iG;*F; """"ii "-ttttd"t 

perjalanan dinas ke

Palu.
(5) Perjalanan dinas ltrar daerah dal"- rangka mengantar buku dan laporan

sesuai tuga.s p"L;i d"" fu;gri t 
"-to"t 

pto.itt"i Sulawesi Tengah paling lana 4

(empat) h*t ytt"tl;Gtd il sesuai standar biava perjalanan dinas ke

tempat tujuan aJt it"':tiittt sesuai standar nepatan-11$ni:^frl3"
(6) Perjalanan airr.J itt[ iL"tah dalan rangki konsultasi' koordinasi dan

mengantar Uulql- f"Pot"D, buku evaluasi seiuai tugas pgko]< dan fungsi ke

;;;;tah Ptoi-J-s"r"*""i Tengah paling lama 2 (dua) hari'

4. t*terrtual ayet |4| dttambsh 1 (nhr} buruf ya'ht huruf J, ayet (5| ditambsh I
(satul huruf, lrrl<lt hultrf ; p"'"t't+, ith|oggg bcrburyt rebagal berlkut :

Paraf 14

(l) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti ,.p""t9-<11,'111'.:"t"**
kepemimpinan ;-lu- d""t"1t'-blya perjalattan dinas yang dibayarkan adalah

biaya transpor;;;"1";t6 "1*i 
ttitiut selarna 2 (dua) hari'

(21 Pedalanan di;-& irr"' a""'urt dalam raneka studi banding paling lama 5

(lima) had'



(3) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalorn rangka mengikuti rapat koordinasi,
workshop, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teloris yang
biaya akomodasinya ditanggung oleh pihak penyelenggara, yang dibayarkan
hanya uang harian.

(4) Perjalanan dinas luar daerah antar-Kabupaten dan provinsi Sulawesi Tengah
untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Non pNS/pTT tiaak
diperbolehkan, kecuali :

a. Sekretaris Pribadi/ajudan/ sopir Bupati;
b. Sekretaris Pribadi/ajudan/sopir Ketua DpRD;
c. Sekretaris Pribadi/ajudan/sopir Wakil DPRD;
d. Selcetaris Pribadi/ajudan/sopir Wakil Ketua DPRD;
e. Sekretaris kibadi/qiudan/sopir Sekretaris Daerah;
f. Sopir Pribadi Eselon II;
S. Sopir Ketua Komisi;
h. Sopir Anggota DPRD;
i. Admin Sistem dan Tenaga Teknis lainnya;j. Tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah Non

PNS/PIT yang memiliki kompetensi di bidang :

f ) Penilai/pemeriksa barang/jasa;
2) Penilai tanah/tanaman;
3) Penguji kendaraan bermotor;
4) Jasa kontruksi;
5) Hidrologi;
6) Bantuan hukum;
7) Peranrcang perundang-undangan; dan
8) Tenoga tehds lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

5rang diFerlukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
(5) Pe{alanan dinas luar daerah ke luar Provinsi Sulawesi Tengah (Jakarta dan

daerah lainnya) untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi PNS Golongan
I, PNS Golongan II dan Non PNS/ PTT/ Pegawai Kontrak tidak diperbolehkan,
kecuali :

Sekretaris Pribadi/ajudan Bupati;
Sekretaris Pribadi/ {udan Ketua DPRD;
Sekr,etaris Pribadi/ ajudan Wakil Bupati;
Sekretaris Pribadi/ajudan Wakil Ketua DPRD;
Sekretaris hibadi/ qiudan Sekretaris Daerah;
Admin sistem dan Tenaga Teknis lainnya; dan
Tenaga teloris lainnya sebagaimana rlirnaksud pada huruf i adalah Non
PNS/PTT yang memiliki kompctensi di bidang :

1) Penilai/pemeriksa barang/jasa;
2) Penilai tanah/ tana'nan;
3) Pengqji kcndaraan berootor;

a.
b.
c.
d.
e.
f.
s.

4) Kontruksi;
5) Instalasi;
6) Hidrologi;
7) Bantuan hukum;
8) Perancang perundang-undangan; dan
9) Tenaga teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Dlartan hutuf d dra hunf e dlrtrtpLaa f lsatul bunf 1rakrd hutuf d.l 'r.''dtsat n huruf w dra hunrf r dirtrlpt .n I ltatul hunrf yabt hunrf w.l pasat
20, rehlngge bcrbunyt $bagal bcrltut :

Peral 20
Pedg'nan -stand3r biaya umum ditetapkan berdasarkan satuan biaya masing-
masing sebagia berikut :

a. satuan biaya tertinggi honorarium petugas/pengelolaan kegiatan
sebagaimana tercantum dalarrr Lampiran I yang merup-akan bagian -tidak
terpisahkan. dari Peraturan Bupati ini;

b. 
"1t,"rl. biaya tertinggi honorarium pengadaaan Barang/Jasa ditetapkan
sebagaimana tercantum daln"' Iampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisqhlran dari Peraturan Bupati ini;



(:

c. Satuan Biraya Tertjnggi Honorarium Tjm Pelaksana kegiatan ditetapkan sebagaimana
tercalltum dslqra' I,ampirall III yalg merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

d. Satuan Biaya Houorarium Tenaga Ahli ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yalog merupa,karr bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d.l Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultasi Bidang Konstruksi ditetapkan
sslageimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. Satuan Biaya Tertinggi Honorarium Non Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap
ditetapkan s€baginana tercartum dalam l,ampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

f. Satuan Biaya Tertinggi Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasl ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturar Bupati ini;

g. Saiuan Biaya Vqkssi da11 Honorarium penyelenggara Ujian ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lanpiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari
Peraturan Bupati ini;

h. Satuan Biaya Tertinggi liklet pinpinan/ Struktural dan Satuan Biaya Dikiat
Prajabatan dit€tapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran vlII yang merupakan
bagian tidak t€rpisahkan dad Peraturan Bupati ini;

i. Satuaa Biraya Tertinggi Banntan Bea Siswa ditetapkan sebagaimana tercaittum dalam
Iampiran * yang mirupafran bagian tidak terpisahkal dari Peraturan BupaLi ini;

j. Satu-an Bi,ay; Tertjnggi- Konsumii Makanan dan Minuman ditetapkan sebagaimana

tercantum 
-dnlqYn 

!-ahpiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

k. Satuan Biaya Tertinggi Uang Lembut dan Uang Makan Lembur ditetapkan
sebagaimana tercantr6 Oatan La:npiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

t. satuan Biaya Pemetiharaan- dan operasional Kendarazur Dinas ditetapkan
sebagaiman tercantum dalam l,ampiian XII yang merupakan bagian tidak
terpisabkan dari Peraturan Bupati ini;

m. Biaya Pemetjan dan Angkutan Jenazah sebagaimana tercantum dalam Larnpiran XIII
y".g merupakaa bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

n. -st"traar 
Biaya Pe{alanan Dinas Luar Daerah Tahun 2016 ditetapkan sebagarmana

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian rida-k terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

o. standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana

tercantum ialam- l,ampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

p. satuan Biaya ,Itanspor Perjalanan Dinas Antar - Kabupaten Pergi - Pulang (PP)

dit€tapkan 
-seuag*i--aoa 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian

tidal terpisaLkan dari Peraturan Bupati ini;
q. satuan Biaya Transpor Pedalanan Dinas Dalam Daerah Pergi - Pulang (PP) ditetapkan- 

sebagaimana tercantum 
-dlotem 

Lampiran xvII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

r. satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Pedalanan Dinas Dalam
Daerah eergi - Rutang (PP) Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
t ampiran xvlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Bupatj ini;

s. satuan eiaya nahan Bakar uinyak (BBM) Kendaraan Dinas Perjalanan Dinas Luar
Daerah eergi - euhng (PP) Tahun 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiraa ><U< yaag merupatan bagian tidak terpisahkan dari Peratural Bupati tni;

t. satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pergi - Pulang) ditetapkan
sebagairnana tercantum dalam tampiran XX yang merupal<an bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

u. Saiuan Biaya Uang Hotel, Uang Sa-ku, Transpor tokal, dan Uang Malan Peialanan
Dinas Luar Negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam l,anpiran XXI yang
meruptkarl bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



:

v. Satuan Biaya Uang Transportasi Laut ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X)ff yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

w. Daftar Pengeluaran Riil ditetapkan sebagiaman tercantum dalam Lampiran
X.XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

W.l Satuan biaya transporbasi pelayanan kesehatan di daerah terpencil
sebagiarnan tercantum dalam Lampiran XXIII.A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan;

x. Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

6. dlartara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disistpkan 1 (satuf pasal, yakni
pasal 21A, rehlngga berbunyl rebagal berikut:

Pasal 21A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua penyebutan PTT selanjutnya
disebut Pegawai Kontrak berdasarkan Peraturau Bupati Parigi Moutong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratural
Birpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Ditetapkan di Parigt
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG'

A/ \.' ^a
f ,SgP-

SAMSUKIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Pafigi
pada tanggal

SEITRETARIS DAERAII
KABT'PATET{ PARIGI MOUTOI{G'

ffi[GfuqlffNsrAtg

EXNA PONTOII
d-



. LAMPI&{I\TIV-APEMIURANEIJPATIPARIGIMOUTONG
NpMoR , 4e TAHvx eot6r'

. TANGGAL :Ol O9'fOgpF, Ail,
TENTANG : PERUBAHANATAS PERATURAN BI,JPATI NoMoR 52 TAHUN 2OI5 TENTANG PEDoMAN STANDARBIAYA UMTJM DAITI PERIALANAN DINAS UNTUK PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGAITANPENDAPATAN BELANJA DAERAH KABTJPATEN PARIGI MOI,TTONG TAHI]N 2016

SATUAN TERTINGGI HONORARIUM TENAGA AELI
JASA KONSULTANSI BIDANG KONSTRUKSI

NO TAI{UN
PENGALAMAN

.,.,:. ...

iBIAYA PERBULAN:.
:

KET

I
4 J 6I AITLIMIIDAT

sl

Rp 13.926.000

2 Rp l5.l14.000

l Rp 16.236.000
A Rp t7.424.000

2 ATILIIvTADYA

S1

I Rp 18.612.000

) Rp 19.800.000

3 Rp 20.922.000

.{ Rp 22.110.000

s2

I Rp 19,470.000

2 Rp 20.856.000

J Rp 22.176.000
A Rp 23.628.000

a
J AHLIUTAI\,TA

sl

I Rp 23.298.000

Rp 24.486.000

J- *i Rp 25.608.000

Rp 26.796.000

5 Rp 27,984.000

6 Rp 29.106.000

7 Rp 30.294.000

8 Rp 31.482.000

9 Rp 32.670.000

l0 Rp 33.792.000

_rl-.
t2

Rp 34.980.000

Rp 36.168.000

I

, .1: : .l

FENI
' t: l''t

, e ;.1:.1: r' *& i '-j"': ,:,



rrl

I

BUPATI PAR]GI MOUTONG

/o\\,tjH
SAM$URIZAL TOMBOLOTUTU

'
,YA PERBUI,AN KET

I , 2 'Fi;. 
;l 4 5 6

S2

I Rp 24.948.000

a Rp 26.268.000

Rp 27.654.000

A Rp 28.974.000

5 Rp 30.426.000

6

7

Rp 31.746.000

Rp 33.066.000

8 Rp 34.452 000

I Rp 35.772.000

l0 Rp 37.092.000

il Rp 38.544.000

l2 Rp 39.864.000

S3

I Rp 27.324.000

1 Rp 28.842.000

-1 Rp 30.426.000

A{
5

Rp 3l.812.000

Rp 33.264.000

6 Rp 34.848.000

Rp 36.300.000

8 Rp 37.752.000

9 Rp 39.204.000

l0 Rp 40.788.000

il Rp 44372.000

t2 Rp 44.088.000

'''..'
.+O:1,

rrnar{n{$r|}!



LAN,TPIRAN

NOMOR

TANGGAL
TENTANC

XX]II A PEMTIJRAN BUPATI PARIGI MOUTONG

4g TANAA )OJO
ol oYTo8,eqzol6

:PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR52TAHLJN2OI5TENTANGPEDOMANSTANDARBIAYAUMLJMDANPEPJALANAN
: DINAS UNTUK PENYUSUNAN DAN PELSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH K'{BUPATEN PARIGI MOUTONG

TAHL'N ANGGARAN 2016

RTAYA TRANSPORTASI PELAYANAN KESEEATAN PER HARI

SARANA
TRANSFORTASI

JARAK DARI
PUSKESMAS I(E

DESA,/DUSUN
(Kn)

BIAYA
TRANSPORTASI DAXJ

PUSKESMAS KE
DESA./DUSUN

KETEGORI KET
NO. NAMA PUSKESMAS KECAMATAN DESADUSUN

7 8 9
3 I 5 o

I :
26

28

29

36

30

25

200.000,-

200.000,-

400.000,-

450 000,-
400.000,-

500.000,-

200.000,-

150.000,-

2

2

I
I
I

I

I
2

I Puskesmas Sausu Sausu I Desa Salubanga

- Dusun Salubose

- Dusun Air Teh

- Dusun Salubanga

- Dusun Tagara Atas

- Dusun Tagara Bawah

- Dusun Mangga.laPi

2 Desa Sausu Pakareme

3 Desa Gandasari

Jalan kaWOjek

Jalan kaki/Ojek

Jalan kaki/Ojek

Jalan kaki/Ojek

Jalan kaki/Ojek

Ja.lan kakir'Ojek

Ojek
Ojek

20 100.000,- I2 Puskesmas Balinggi Balinggi Desa Tumpapa Indah

- Dusun Rarte Dante Dangk-e-..--..-. K4!111119...............
100.000,-

100.000,-

I

l3 Puskesmas Ampibabo Ampibabo Desa Alo'o
- Du$m EmPat

Jalan kaki

Jalan kaki

'15

20

40

20

400.000,-

200.000,- \

300.000,-

I

2

2

Puskesmas Sienjo Toribulu I Desa Toribulu

- Dusun Sirombiu

2 Desa Sibalago

- Dusun TomPo

3 Desa Tomoli

- Dusun Taedo

Jalan Kaki

Qek

Ojek

I Desa Kasimbar

- Dusun ToriYaPes

2 Desa Posona

- Dusun TSM
3 Desa Silampayang

- Dusun Sinotu

Ojek

Ojek

Oiek

l5

l5

l5

100.000,-

100.000,-

100.000,-

2

2

2

5 Puskesmas Kasimbar Kasimbar



I

2

2

2

300.000,-

t00.000,-
100.000,-

60

20
20

l0

Jalan Kaki

Ojek

Ojek

I Desa Silutung

- Dusun Lambani

2 Desa Tada Selalan

- Dusun Sinotu

- Dusun Molinovo

3 Desa Maninili

- Dusun Batu Putih

Tinombo SelatanPuskesnas Tada

200.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000,-

200.000,-

150.000,-

200.000,-

150.000,-

150.000,-

200.000,-

200.000,-

200.000,-

200.000,-

150.000,-

100.000,-

35

35

7

zo
30
30
50

40
22

10

l)

Ojek

Jalan kaki/Ojek
Ojek
Ojek
Olek

Ojek

Ojek
Ojek

Ojek
Ojek
Ojek
Ojek

Ojek

Ojek

I Desa Lombok
- Dusun TaiPa Obal

- Dusun PoPogong

- Dusun Bobonlolang

- Dusun Dolimbut

2 Desa Patingke

3 Desa Tibu
- Dusun Ogolau

4 Desa Susunan Batat

- Dusun Ogoulanga

- Dusun Gondalun

5 Desa Silabia

- Dusun OgolangkaP

6 Desa Ogoalas

7 Desa Lombok Batat

8 Desa Bainaa Barat

9 Desa Sidoan Barat

- Dusun Sija

- Dusun Fula'an

l0 Desa Bainaa Selatan

- Duzun Ogolutu

ll Desa Dongkas

Puskesmas Tinombo

150.000,-

150.000,-
25

20

30

Jatan Kaki
Jalan kaki/Ojek

I Desa Eeya

- Dusun Ogomanu

- Dusun Baal

2 Desa palasa Lambori

Puskesmas Palasa

2

I
I
I
I

I
I

2

2

2

I

2

I

30

20
25

25
50



2 3 ) ( 7 9

Desa Bobalo

- Dusun Membusul

- Dusun Mangganggal

Desa Dongkalan

- Dusun Punsu

- Dusun Alau
Desa Ulatan

- Dusun Dengkoon

- Dusln Sidaoga

- Dusun Matabolili

- Dusrn Gagala

- Dusun Batangmonsu

- Dusun Molonggaping
- Duzun Aw-avu
Desa Bambasiang

- Dusrn Labani
- Dusrn Ogotop

- Dusun Oguang

- Dusun Buololi

- Dusun Lembola'au

- Dusun Tabang

- Dusun Tongko'u
- Dusun Na-nasi

Desa Pebounang

- Dusun Alalapan

- Dusun Ulat Perak

- Dusun Silingkoriung
- Dusun Tengkeulu

- Dusrn Siboale

- Dusun Bobonut
- Duzun Pesangkaang

Ojek

Jalan kaki/Ojek

Ojek
Ojek

Jalan kakVojek
Jalan kalci/Ojek

Jalan kaWOjek

Jalan Kaki
Jalan Kaki
J alan Kaki
Jalan Ka-ki

Jalan kaki
Jalan kaki

Jalan kakVOjek

Jalan kaki/Ojek
Jalar kakVOjek

Jalan Kaki
Jalan Kaki
Jalan Kaki

Ojek
Ojek
Ojek

Jalaa Kaki

Qek
Jalan kaki/Ojek

Jalan Kaki

8

l5

25

25

40
35

50

50

30

l5
30

28
32
30

100.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000,-

200.000,-
150.000,-

200.000,-
200.000,-
200.000,-
250.000,-

300.000,-

200.000,-
150.000,-

150.000,-

t 50.000,-

150.000,-
150.000,-

150.000,-

250.000,-

l50.000,-
150.000,-

r50.0@,-
200.000,-
150.000,-

200.000,-
200.000,-

I
I

I
I
I

I
I
I

I

I
I
2

2

2

I

I
I

I
I
2

I
I
I
I

9 Puskesmas Tomini Tomini I Desa Tilung
- Dusun Tagalang

2 Desa Tingkulang

Dusun Gunung Pakuku

Jalan kaki/Ojek

Jalan kaki/Ojek

l5

l5

100.000,-

100.000,-

2

z



I 2 J 1 6 7 8 9

3 Desa Biga

- Dusun Gunung Ginongan

Dusun Karama

- Dusun Lembun

4 Desa Ogotumubu

- Dusun Dunan

- Dusun Batu Ilo
5 Desa Tomini Utara

- Dusun Tambalang

6 Desa Tomini Barat

- Dusun Serambu

7 Desa Ambesia

- Dusun Panatalan

8 Desa Supilopong

- Dllee!9.4n.li:l'-e..............

Jalan kaki/Ojek

Jalan kakiiOjek

Jalan kaki/Ojek

Jalan kaki/Ojek

Jalan kaki/Ojek

Jalan kaki/Ojek

Ojek

jalan kaki/Ojek

.leL*.\*it9jg.l

20

l5
25

20
25

30

20

20

20

150.000,-

100.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000,-

......1.19'99.9,-

2

2

2

2

2

I

2

2

2

l0 Puskesmas Lambunu I Bolano I Desa Wanamulti
2 Desa Lembah Bomban

Ojek
Ojek

22
z)

100.000,-

199,99-9,..

I
I
I

ll Puskesmas Ongka Ongka Malino I Desa Persatuan Utara

- Dusun 13

2 Desa Karya Mandiri
3 Desa Tobolo-bolo

Ojek
Ojek

............-o.r..gf ..... .

25

20

?2

200.000,-
100.000,-

100.000,-

1

1

t2 Puskesmas Lambunu Il Bolano Lambunu I Desa Wanagading

2 Desa Petunasugi

Ojek
Ojek

l0
l0

100.000,-

100.000,-

1

2

l3 Puskesmas Taopa Taopa I Desa Taopa Utara
- Dusun Paninggo Kebun

2 Desa Palapi

- Dusun Moian

3 Desa Slbatang_ 
-

Katinting

Jalan kaki/Ojek

....... lstr:.kl/..9j s.8...

35

30
25

200.000,-

100.000,-

.lS'.9*,.:.................

2

a

L

t4 Puskesmas Moutong Moutong I Desa Lobu
- Dusun Bengka

2 Desa Tuladengi Pante

Jalan kaki/Ojek
Jalan kaki/Ojek

20

25

200.000,-
100.000,-

a

2

Catatan:
Kategori I : Daerah Sangat Terpencil
Kategori 2 : Daerah Terpencil

il',iR r', F i{4$:q lli l{A$-l
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BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSU TOMBOLOTUTU


